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Lampiran  1 Blanko Bimbingan 
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Lampiran  2 Surat Permohonan Izin Penelitian  
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Lampiran  3 Keterangan Telah Wawancara  
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Lampiran  4 
Dokumentasi Penelitian 

Gambar VII.1 Wawancara dengan Devisi Keluarga Sakinah 

Gambar VII.2 Wawancara dengan Masyarakat/Guru 
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Gambar VII.3 Kantor Urusan Agama Kec. Lebong Utara 
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Gambar VII.4 Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Lebong 

Gambar VII.5 Wawancara dengan Hakim Pengganti sekaligus Humas PA 
Kabupaten Lebong 
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Gambar VII.6 Wawancara dengan paniteran PA Lebong 

Gambar VII.7 Wawancaara dengan Kemenag Lebong 



204 

Gambar VII.8 Wawancara dengan Ketua Adat 

Gambar VII.9 Wawancara dengan Imam Masjid 
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Lampiran  5 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
No Variable Penelitian Sub Variabel 

Penelitian 
Pertanyaan/Pernyataan 

1 Dispensasi kawin 
merujuk pada izin 
pernikahan yang 
diberikan oleh 
pengadilan kepada 
calon suami atau istri 
yang belum mencapai 
usia 19 tahun agar 
dapat melakukan 
pernikahan. 

1. Dasar Filosofis 
Pembaharuan Usia 
Perkawinan di 
Indonesia 

1. Apa yang menjadi landasan filosofis atau nilai-nilai utama yang
mendukung pembaharuan usia perkawinan di Indonesia?

2. Bagaimana pandangan Anda terhadap usia perkawinan yang
ditetapkan sebelum pembaharuan, dan apa yang mendasari
perubahan tersebut?

3. Bagaimana Anda melihat dampak dari pembaharuan usia
perkawinan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan?

2. Persyaratan dan 
Proses Dispensai 
Kawin

1. Apa saja persyaratan utama yang harus dipenuhi seseorang untuk
mengajukan dispensasi kawin?

2. Bagaimana proses identifikasi dan verifikasi persyaratan dispensasi
dilakukan oleh pihak berwenang?

3. Apakah terdapat perbedaan persyaratan antara dispensasi kawin di
berbagai wilayah atau daerah di Indonesia?

3. Peran Lembaga dan
pejabat terkait
dalam memberikan
dispensasi kawin

1. Apakah terdapat pertimbangan budaya atau nilai-nilai lokal yang
mempengaruhi proses pembaharuan usia perkawinan ini?

2. Bagaimana Anda menanggapi kritik atau tantangan yang mungkin
muncul terkait pembaharuan usia perkawinan ini?

3. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah, masyarakat, dan
lembaga-lembaga lain dalam mendukung keberhasilan
pembaharuan usia perkawinan ini?

4. Kepastian Hukum
dalam Konteks
Dispensasi Kawin

1. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dari pembaharuan usia
perkawinan ini dalam jangka pendek dan panjang?
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No Variable Penelitian Sub Variabel 
Penelitian 

Pertanyaan/Pernyataan 

2. Apa langkah-langkah konkrit yang Anda yakini perlu diambil untuk
mendukung implementasi efektif dari kebijakan ini?

3. Apakah ada perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat di
kalangan masyarakat terkait pembaharuan usia perkawinan ini, dan
bagaimana Anda menanggapinya?

4. Bagaimana Anda memahami hubungan antara pembaharuan usia
perkawinan dengan isu-isu lain seperti pendidikan, kesehatan
reproduksi, dan pembangunan sosial ekonomi?

5. Relevansi
Maslahah Mursalah
Terhadap Kepastian
Hukum Dispensasi
Kawin

1. Bagaimana maslahah mursalah dihubungkan dengan kebijakan
dispensasi kawin di Indonesia?

2. Apa saja aspek-aspek dispensasi kawin yang dapat dikategorikan
sebagai maslahah mursalah?

3. Bagaimana konsep maslahah mursalah berkontribusi terhadap
kepastian hukum dalam pemberian dispensasi kawin?

4. Adakah ketidakpastian hukum yang mungkin muncul akibat
penerapan maslahah mursalah dalam dispensasi kawin?

5. Apakah ada kasus-kasus dispensasi kawin tertentu di mana prinsip
Maslahah Mursalah menjadi faktor penentu dalam keputusan yang
diambil? Jika ya, bisakah Anda memberikan contoh dan
menjelaskan bagaimana prinsip tersebut diterapkan?

2 Maslahah Mursalah 
sesuatu yang dapat 
memberikan manfaat 
bagi manusia dalam 
menjaga tujuan syara', 
yang meliputi 

1. Macam- Macam 
Maslahah Mursalah 

1. Apa yang dimaksud dengan Maslahah Mursalah dan apa
perbedaannya dengan konsep-konsep lain dalam hukum Islam?

2. Bagaimana Anda mengklasifikasikan macam-macam Maslahah
Mursalah yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari?

3. Bagaimana Anda menilai urgensi dan kepentingan relatif dari
berbagai jenis Maslahah Mursalah?
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No Variable Penelitian Sub Variabel 
Penelitian 

Pertanyaan/Pernyataan 

perlindungan terhadap 
agama, kehidupan, 
akal, keturunan, dan 
harta benda. 

4. Apakah terdapat perbedaan pandangan atau penekanan antara
berbagai ulama atau mazhab dalam mengenai macam-macam
Maslahah Mursalah?

5. Apakah terdapat batasan atau panduan khusus yang perlu
diperhatikan dalam menerapkan macam-macam Maslahah Mursalah
dalam konteks hukum Islam?

2. Dasar Hukum 
Maslahah Mursalah 

1. Bagaimana Maslahah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi
ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama?

2. Apa kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai Maslahah
Mursalah dalam suatu konteks hukum?

3. Bagaimana Maslahah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi
ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama?

3. Persyaratan
Maslahah Mursalah

1. Bagaimana Maslahah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi
ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama?

2. Apa kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai Maslahah
Mursalah dalam suatu konteks hukum?

3. Bagaimana Maslahah Mursalah diintegrasikan dalam metodologi
ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama?

4. Kedudukan dan
Kehujjahan
Maslahah Mursalah

1. Bagaimana proses ijtihad (penemuan hukum) dapat mencakup
pertimbangan Maslahah Mursalah dan mengapa itu penting?

2. Bagaimana Anda menilai kehujjahan Maslahah Mursalah dalam
mengatasi keadaan darurat atau situasi luar biasa yang tidak terduga?

3. Apakah ada batasan atau pertimbangan khusus yang harus
diperhatikan dalam menggunakan Maslahah Mursalah sebagai
hujjah dalam konteks hukum Islam?
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No Variable Penelitian Sub Variabel 
Penelitian 

Pertanyaan/Pernyataan 

4. Bagaimana Anda melihat hubungan antara Maslahah Mursalah dan
prinsip-prinsip umum hukum Islam seperti keadilan, kemanfaatan,
dan keadilan sosial?

3 Implementasi Proses 
yang melibatkan 
berbagai aspek seperti 
organisasi, 
kepemimpinan, dan 
manajemen oleh 
pemerintah sebagai 
pemegang otoritas 
dapat dianggap sebagai 
suatu tugas yang rumit. 
Penerapan kebijakan 
ini mencakup prinsip-
prinsip kepercayaan 
dan tanggung jawab 
sebagai nilai 
pokoknya. Pentingnya 
kepercayaan dalam 
memperoleh dukungan 
masyarakat untuk 
menerima dan 
mendukung 
pelaksanaan kebijakan 

1. Analisis
Implementasi
Dispensasi kawin
dengan pendekatan
Maslahah Mursalah

1. Bagaimana proses implementasi Dispensasi Kawin dengan
pendekatan Maslahah Mursalah diidentifikasi dan diprioritaskan di
tingkat kebijakan?

2. Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil untuk
mengimplementasikan Dispensasi Kawin dengan pendekatan
Maslahah Mursalah?

3. Bagaimana proses koordinasi dan kolaborasi antar lembaga terkait
dalam mengimplementasikan kebijakan ini?

4. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses
implementasi Dispensasi Kawin dengan pendekatan Maslahah
Mursalah?

5. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut
selama proses implementasi?

2. Analisis peran 
Lembaga dan 
pejabat terkait 
dalam
implementasi
dispensasi kawin 
dikabupaten
Lebong

1. Apakah terdapat strategi komunikasi yang efektif untuk
menyampaikan informasi terkait kebijakan ini kepada masyarakat?

2. Bagaimana peran lembaga pemerintah terkait, seperti Dinas Sosial,
Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dalam implementasi dispensasi kawin di
Kabupaten Lebong?

3. Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil oleh lembaga-
lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan dispensasi kawin di
wilayah Kabupaten Lebong?
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No Variable Penelitian Sub Variabel 
Penelitian 

Pertanyaan/Pernyataan 

publik menjadi faktor 
utama dalam proses 
ini. 

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait dalam 
mengimplementasikan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong?

5. Apakah terdapat upaya atau program khusus yang dilakukan oleh
lembaga atau pejabat terkait untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang dispensasi kawin?

3. Evaluasi terhadap
efektifitsa dan 
efisiensi proses 
implementasi 
dispensasi kawin 
pasca UU No.16 
Tahun 2019 di 
kabupaten Lebong 

1. Apakah terdapat pemantauan dan evaluasi rutin terhadap
pelaksanaan kebijakan ini? Jika ya, bagaimana prosesnya dan apa
hasil evaluasinya?

2. Bagaimana evaluasi kinerja lembaga dan pejabat terkait dalam
pelaksanaan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong? Apakah
terdapat indikator atau metode evaluasi yang digunakan?

3. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong berdasarkan
hasil evaluasi ini?

4. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan
dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong? Jika ya, apa saja dan bagaimana upaya untuk
mengatasinya?

5. Apakah terdapat perubahan dalam peran dan keterlibatan lembaga
pemerintah dan non-pemerintah terkait dalam pelaksanaan
dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten
Lebong?
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Lampiran  6 
Pedoman Wawancara 

Diskusi Label Penelitian 

“IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI 
KASUS SETELAH UU NO.16 TAHUN 2019 DI KABUPATEN LEBONG)” 

NO Tanggal Pertanyaan Responden Jawaban 
1 Apa yang menjadi landasan filosofis atau nilai-nilai utama yang 

mendukung pembaharuan usia perkawinan di Indonesia? 
2 Bagaimana Anda melihat dampak dari pembaharuan usia 

perkawinan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan? 
3 Apa saja persyaratan utama yang harus dipenuhi seseorang 

untuk mengajukan dispensasi kawin? 
4 Bagaimana proses identifikasi dan verifikasi persyaratan 

dispensasi dilakukan oleh pihak berwenang? 
5 Apakah terdapat perbedaan persyaratan antara dispensasi kawin 

di berbagai wilayah atau daerah di Indonesia? 
6 Apakah terdapat pertimbangan budaya atau nilai-nilai lokal yang 

mempengaruhi proses pembaharuan usia perkawinan ini? 
7 Bagaimana Anda menanggapi kritik atau tantangan yang 

mungkin muncul terkait pembaharuan usia perkawinan ini? 
8 Bagaimana Anda melihat peran pemerintah, masyarakat, dan 

lembaga-lembaga lain dalam mendukung keberhasilan 
pembaharuan usia perkawinan ini? 

9 Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dari pembaharuan usia 
perkawinan ini dalam jangka pendek dan panjang? 
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NO Tanggal Pertanyaan Responden Jawaban 
10 Bagaimana Anda memahami hubungan antara pembaharuan 

usia perkawinan dengan isu-isu lain seperti pendidikan, 
kesehatan reproduksi, dan pembangunan sosial ekonomi? 

11 Bagaimana maslahah mursalah dihubungkan dengan kebijakan 
dispensasi kawin di Indonesia? 

12 Apa saja aspek-aspek dispensasi kawin yang dapat 
dikategorikan sebagai maslahah mursalah? 

13 Bagaimana konsep maslahah mursalah berkontribusi terhadap 
kepastian hukum dalam pemberian dispensasi kawin? 

14 Apa yang dimaksud dengan Maslahah Mursalah dan apa 
perbedaannya dengan konsep-konsep lain dalam hukum Islam? 

15 Bagaimana Maslahah Mursalah diintegrasikan dalam 
metodologi ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama? 

16 Apa kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai 
Maslahah Mursalah dalam suatu konteks hukum? 

17 Bagaimana Maslahah Mursalah diintegrasikan dalam 
metodologi ijtihad (penemuan hukum) oleh para ulama? 

18 Bagaimana Anda mengidentifikasi dan menilai kebutuhan 
masyarakat atau individu yang dapat diakomodasi melalui 
penerapan Maslahah Mursalah? 

19 Bagaimana Anda memastikan bahwa suatu kebijakan atau 
tindakan yang didasarkan pada Maslahah Mursalah tidak 
melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum Islam? 

20 Bagaimana keseimbangan dijaga antara kepentingan individu 
dan kepentingan masyarakat dalam menetapkan persyaratan 
Maslahah Mursalah? 
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NO Tanggal Pertanyaan Responden Jawaban 
21 Bagaimana masyarakat atau pemangku kepentingan dilibatkan 

dalam mengidentifikasi dan menetapkan persyaratan Maslahah 
Mursalah? 

22 Bagaimana proses ijtihad (penemuan hukum) dapat mencakup 
pertimbangan Maslahah Mursalah dan mengapa itu penting? 

23 Bagaimana proses implementasi Dispensasi Kawin dengan 
pendekatan Maslahah Mursalah diidentifikasi dan diprioritaskan 
di tingkat kebijakan? 

24 Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil untuk 
mengimplementasikan Dispensasi Kawin dengan pendekatan 
Maslahah Mursalah? 

25 Bagaimana proses koordinasi dan kolaborasi antar lembaga 
terkait dalam mengimplementasikan kebijakan ini? 

26 Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses 
implementasi Dispensasi Kawin dengan pendekatan Maslahah 
Mursalah? 

27 Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan 
tersebut selama proses implementasi? 

28 Bagaimana peran lembaga pemerintah terkait, seperti Dinas 
Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, dalam implementasi dispensasi kawin 
di Kabupaten Lebong? 

29 Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil oleh lembaga-
lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan dispensasi kawin 
di wilayah Kabupaten Lebong? 

30 Bagaimana koordinasi antar lembaga terkait dalam 
mengimplementasikan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong? 
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NO Tanggal Pertanyaan Responden Jawaban 
31 Apakah terdapat upaya atau program khusus yang dilakukan 

oleh lembaga atau pejabat terkait untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dispensasi 
kawin? 

32 Apakah terdapat pemantauan dan evaluasi rutin terhadap 
pelaksanaan kebijakan ini? Jika ya, bagaimana prosesnya dan 
apa hasil evaluasinya? 

33 Bagaimana evaluasi kinerja lembaga dan pejabat terkait dalam 
pelaksanaan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong? Apakah 
terdapat indikator atau metode evaluasi yang digunakan? 

34 Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan 
dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten 
Lebong? Jika ya, apa saja dan bagaimana upaya untuk 
mengatasinya? 

35 Apakah terdapat perubahan dalam peran dan keterlibatan 
lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait dalam 
pelaksanaan dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019 di 
Kabupaten Lebong? 
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Lampiran  7 
Pedoman Observasi 

“IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI 
KASUS SETELAH UU NO.16 TAHUN 2019 DI KABUPATEN LEBONG)” 

No Dimensi yang di Observasi Hasil Observasi 
1 Gambaran umum Kabupaten 

Lebong 
Kabupaten Lebong terletak di bagian timur laut Provinsi Bengkulu. Wilayah ini berada 
di kaki Pegunungan Bukit Barisan dengan dataran tinggi yang menjadi salah satu ciri 
khasnya. Kabupaten Lebong memiliki populasi yang relatif kecil dibandingkan 
kabupaten lain di Bengkulu. Populasi didominasi oleh etnis Melayu, Rejang, dan 
beberapa suku lainnya. 

2 Sikap dan kesiapan anak yang akan 
meminta dispensasi kawin 

Sikap anak yang meminta dispensasi kawin sering kali pasif atau dipengaruhi oleh 
faktor eksternal seperti tekanan sosial dan keluarga. Kesiapan mereka secara fisik, 
mental, dan ekonomi umumnya masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi 
berupa konseling, edukasi, dan pendampingan agar keputusan menikah dilakukan 
dengan kesadaran penuh dan didasarkan pada kesiapan yang memadai. 

3 Faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadi dispensasi kawin di 
Kabupaten Lebong 

Faktor ekonomi, Agama, Pendidikan, budaya, hamil di luar nikah 

4 Pendapat para pemangku 
kepentingan dan pemuka agama 
terhadap putusnya UU No.16 
Tahun 2019 

Pendapat para pemangku kepentingan dan pemuka agama terhadap pengesahan UU No. 
16 Tahun 2019, yang mengubah usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun baik untuk 
laki-laki maupun perempuan, cenderung beragam. Hal ini didasarkan pada latar 
belakang hukum, sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi cara pandang mereka. 

5 Regulasi UU No. 16 Tahun 2019 
mempengaruhi kenaikan 
dispensasi kawin di kabupaten 
Lebong. 

Regulasi UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum pernikahan 
menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, secara signifikan memengaruhi 
peningkatan pengajuan dispensasi kawin, termasuk di Kabupaten Lebong. 






	Blank Page



